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ABSTRAK

Legal protection for occupational safety and health (OHS) is a fundamental right of every
worker and is also a company's obligation to create safe, healthy, and productive working
conditions. The implementation of OHS is increasingly important due to the continued occur-
rence of workplace accidents, which demonstrate the need to strengthen the labor protection
system. PT. X Unit Padang, as a company in the food and agribusiness industry, is responsi-
ble for implementing OHS provisions in accordance with laws and regulations. This study
aims to analyze: (1) The implementation of OHS legal protection for workers, (2) The level of
compliance and effectiveness of the OHS system implementation based on SOPs and regula-
tions, and (3) The company's efforts to maintain and improve OHS legal protection. This
study uses a sociological juridical method with a qualitative approach. Data were collected
through interviews and document studies, then analyzed descriptively. The results of the study
indicate that: (1) OHS legal protection has been integrated into SOPs and job descriptions,
accompanied by the provision of PPE, training, and routine supervision; (2) The level of
worker compliance is good and the OHS system runs effectively according to regulations;
and (3) The company conducts periodic evaluations, competency improvements, and safety
culture strengthening to ensure ongoing OHS legal protection.

Keywords: Occupational Safety and Health, Legal Protection, Compliance, Workers, Com-
panies.

I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara

hubungan kerja.*
Perlindungan terhadap kesela-

hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa segala aktivi-
tas kehidupan berbangsa dan bernegara
harus berdasarkan hukum. Dalam bi-
dang ketenagakerjaan, negara mem-
berikan perlindungan hukum kepada
tenaga kerja, termasuk perlindungan
terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja (K3). Hal ini sejalan dengan Pasal
28D Ayat (2) UUD 1945 yang menya-

matan dan kesehatan kerja juga diatur
dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a Un-
dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja, serta Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Ker-
ja yang mewajibkan pengusaha men-
jamin keselamatan tenaga kerja di
tempat kerja?.

! Pranata, C. Y., Riskianto, F., Darmawan,
M. R.,Zafikri,R.,&Iskandar, S.2024. .Perkembngan
Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya
dalam Dimensi Negara Hukum. Deposisi: Jurnal
Publikasi llmu Hukum, Vol 2 No 3, HIm 323.

2 Wirjono Prodjodikoro,1987, Hukum Per-

takan bahwa setiap orang berhak untuk
bekerja serta memperoleh imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam
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PT. X Unit Padang sebagai pe-
rusahaan yang bergerak di bidang in-
dustri pangan dan agribisnis memiliki
kewajiban untuk menerapkan sistem
keselamatan dan kesehatan kerja bagi
seluruh pekerjanya melalui penye-
diaan alat pelindung diri, pelatihan
K3, serta pendaftaran pekerja dalam
program BPJS Ketenagakerjaan. Ber-
dasarkan  hal tersebut,  penulis
melakukan penelitian dengan judul
“Implementasi Perlindungan
Hukum Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di
PT. X Unit Padang"

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementsi perlin-
dungan hukum terhadap kesela-
matan dan kesehatan kerja (K3)
bagi pekerja di PT. X Unit Pa-
dang?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan dan
efektivitas penerapan sistem K3
berdasarkan standar operasional
prosedur (SOP) dan peraturan pe-
rundang-undangan di PT. X Unit
Padang?

3. Bagaimana upaya perusahaan da-
lam mempertahankan dan
meningkatkan perlindungan
hukum K3 bagi pekerja PT. X
Unit Padang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan
menganalisis implementasi per-
lindungan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) bagi pekerja di PT. X Unit
Padang.

2. Untuk mengenalisis tingkat
kepatuhan dan efektivitas penera-
pan sistem K3 di PT. X Unit Pa-
dang berdasarkan standar
operasional prosedur (SOP) pe-
rusahaan dan ketentuan peraturan

janjian Kerja, Cetakan Il , Penerbit Bina Aksara,
Jakarta, him 9

perundangan-undangan yang ber-

laku.

3. Untuk mengetahui dan
menganalisis upaya yang dil-
akukan oleh PT. X Unit Padang
dalam mempertahankan serta
meningkatkan perlindungan
hukum terhadap K3 bagi pekerja.

Il. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian
yang menelaah penerapan hukum dalam
praktik di masyarakat.

Data yang digunakan terdiri dari
data primer yang diperoleh melalui wa-
wancara dengan Bapak Junaidi Warman
selaku Health Safety and Environment
(HSE) dan Bapak Darma Setia sebagai
pekerja di PT. X Unit Padang, serta data
sekunder yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, buku, dan jurnal
yang relevan. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara dan studi dokumen,
kemudian dianalisis menggunakan metode
analisis kualitatif. Analisis Data
I1l. HASIL PENELITIAN DAN PEM-
BAHASAN

A. Implementasi Perlindungan

Hukum Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) bagi Peker-

ja.

Implementasi perlindungan hukum
keselamatan dan kesehatan Kkerja
(K3) di PT. X Unit Padang dil-
aksanakan secara terintegrasi dalam
sistem manajemen perusahaan me-
lalui standar operasional prosedur
(SOP) dan uraian tugas pada setiap
jabatan.

Berdasarkan  hasil ~ wawancara
dengan Bapak Junaidi Warman
selaku Health, Safety and Environ-
ment (HSE), penerapan K3 tidak
hanya bersifat administratif, tetapi
menjadi  bagian dari  kegiatan
operasional sehari-hari pekerja.

Perusahaan juga menunjukkan
komitmennya melalui penerapan Sis-
tem Manajemen K3 yang mengacu
pada standar yang berlaku, penye-



diaan alat pelindung diri (APD),
fasilitas keselamatan seperti APAR,
hydrant, serta klinik kesehatan yang
beroperasi 24 jam. Selain itu, perus-
ahaan melakukan pengawasan, pem-
binaan, serta pelatihan K3 secara
berkala untuk meningkatkan
kesadaran pekerja terhadap pent-
ingnya keselamatan kerja.

Dengan adanya pengaturan hak dan
kewajiban yang jelas, penyediaan
fasilitas K3, serta pengawasan yang
berkelanjutan, implementasi perlin-
dungan hukum K3 di PT. X Unit Pa-
dang telah berjalan secara terstruktur
guna menjamin keselamatan dan
kesehatan pekerja di lingkungan ker-
ja.

B. Tingkat Kepatuhan dan Efektivitas

Penerapan Sistem K3 Berdasarkan
SOP dan Peraturan Perundang-
Undangan.

Tingkat kepatuhan dan efektivitas
penerapan sistem K3 di PT. X Unit
Padang terlihat dari penggunaan alat
pelindung diri (APD), pelaksanaan
pelatihan K3, inspeksi rutin, serta
penegakan disiplin terhadap pelang-
garan K3.

Berdasarkan  hasil ~ wawancara
dengan Bapak Darma Setia, pekerja
telah memahami dan mematuhi aturan
K3 yang telah disosialisasikan oleh
perusahaan. Perusahaan juga secara
rutin menyelenggarakan pelatihan K3,
seperti pelatihan hydrant, penggunaan
APAR, dan simulasi keadaan darurat
untuk meningkatkan kesiapsiagaan
pekerja. Selain itu, inspeksi dan
pengawasan dilakukan secara berkala
oleh tim HSE dan P2K3 guna memas-
tikan kepatuhan terhadap SOP K3.

Perusahaan  juga  menerapkan
sanksi administratif bagi pekerja yang
melanggar aturan K3 sebagai bentuk
penegakan disiplin. Dengan adanya
pelatihan, pengawasan, serta pene-
gakan aturan yang konsisten, penera-
pan sistem K3 di PT. X Unit Padang
dinilai berjalan cukup efektif dalam

meningkatkan  keselamatan  dan
kesehatan kerja.

. Upaya Perusahaan dalam Memper-

tahankan dan Meningkatkan Per-
lindungan Hukum K3 bagi Peker-
ja.
PT. X Unit Padang meningkatkan
efektivitas penerapan sistem kesela-
matan dan kesehatan kerja melalui
berbagai langkah strategis. Perus-
ahaan mengintegrasikan ketentuan K3
ke dalam SOP, jobdesk, dan aktivitas
operasional sehingga setiap pekerja
memiliki pedoman keselamatan yang
jelas. Selain itu, penggunaan alat
pelindung diri (APD) diterapkan ber-
dasarkan prinsip hierarchy of control
melalui proses identifikasi dan eval-
uasi risiko menggunakan metode
HIRADC.

Perusahaan juga melaksanakan
pelatihan K3 secara rutin, inspeksi
keselamatan secara berkala, serta
simulasi  keadaan darurat guna
meningkatkan kesiapsiagaan pekerja.

Upaya pengawasan dilakukan oleh
atasan langsung dan tim P2K3 untuk
memastikan  kepatuhan  terhadap
prosedur keselamatan. Selain itu, pe-
rusahaan menerapkan sanksi disiplin
bagi pelanggaran K3, melakukan in-
vestigasi terhadap setiap insiden kerja,
serta melakukan evaluasi risiko secara
berkala.

Seluruh upaya tersebut didukung
oleh  kebijakan perusahaan dan
kepatuhan terhadap peraturan perun-
dang-undangan di bidang keselamatan
dan kesehatan kerja, sehingga sistem
K3 dapat berjalan secara terstruktur
dan berkelanjutan.

IV. PENUTUP
A. Simpulan
1. Perlindungan hukum K3 telah diterap-

kan secara terintegrasi dalam SOP, ura-
ian tugas, dan manajemen operasional
perusahaan.  Perusahaan  memenuhi
kewajiban hukum melalui penyediaan
fasilitas K3, identifikasi bahaya, serta
pengawasan dan pembinaan sesuai ke-
tentuan perundang-undangan.



2. Penerapan K3 berjalan efektif yang ter-
lihat dari kepatuhan pekerja
menggunakan APD, partisipasi dalam
pelatihan, serta pelaksanaan inspeksi ru-
tin dan sanksi disiplin. Kesadaran peker-
ja turut mendukung efektivitas sistem
Ka3.

3. Perusahaan terus memperkuat K3 me-
lalui program P2K3, evaluasi risiko ber-
basis HIRADC, pelatihan rutin, investi-
gasi insiden, dan pengawasan berjenjang
guna meningkatkan budaya keselamatan
kerja.

B. Saran

1. Perusahaan perlu meningkatkan bu-
daya keselamatan melalui kampanye,
pemberian reward, pelibatan pekerja
dalam identifikasi bahaya, serta
pengembangan pengawasan berbasis
teknologi.

2. Perusahaan disarankan memperluas
pelatihan bersertifikat, memperbarui
materi sesuai perkembangan risiko,
dan meningkatkan edukasi tentang
kesehatan kerja.

3. Perusahaan perlu memperbarui
HIRADC secara berkala serta memas-
tikan pemerataan fasilitas K3, teruta-
ma di area kerja berisiko tinggi
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